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Abstrak 

Partisipan pada pembangunan desa ialah suatu bentuk dukungan 

masyarakat terhadap pemerintah Desa pendem. Dengan Tujuan dari riset berikut 

guna memberikan pemberitahuan terkait Tingkat Partisipasi Masyarakat pada 

Perencanaan Membangun Desa Pendem Kota Batu dan sebagai memberikan tahu  

Faktor yang mendukung Dan menghambat partisipasi masyarakat pada 

Perencanaan membangun  Desa Pendem Kota batu dengan Manfaat riset ialah 

Manfaat Akademis, Manfaat Praktis. Dengan metode yang digunakan penelitian 

kualitatif, bersumber data yaitu data Sekunder dan data Primer, mengumpulkan 

data ialah menggunakan purposive sampling. Metode analisis data Data 

Collection/Pengumpulan Data, Condensation data/kondensasi data, Data Display/ 

Tampilan Data, Conclusion/ menyimpulkan. Teknik Keabsahan Data peneliti 

menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian ialah Partisipan Masyarakat 

pada Perencanaan Membangun Desa Pendem sudah berjalan dengan baik dimana 

masyarakat terlibat langsung pada musyawarah rencana pembangunan 

(musrembang) untuk mengambil suatu keputusan, dan dari  segi  merencanakan 

yang dilaksanakan  oleh  pemerintah desa terhadap tingkat partisipasi masyarakat 

pada merencanakan bangunan yang ada di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota 

Batu ialah langkah utama yang dilakukan aparatur desa untuk dapat mencapai 

tujuan yang diinginkan bersama berdasarkan pedoman atau aturan yang tertuang 

pada musyawarah-musyawarah bersama dengan melibatkan tokoh-tokoh 

masyarakat atas usulan-usulan yang ingin disampaikan. Faktor pendukung 

partisipasi masyarakat pada melakukan proses merencanakan bangunan di Desa 

Dengan adanya komitmen dari aparatur desa untuk memberikan pemahaman 

berupa sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pembangunan Desa maka, 

dengan hal demikian akan dapat memberi dampak positif atas masalah-masalah 

atau keluh kesa dari masyarakat. Faktor penghambat pembangunan di Desa 

Pendem yaitu masih rendahnya pemahaman dari masyarakat pada melakukan 

perencanaan, kurangnya SDM dengan hal demikian maka, pemerintah desa dapat 

dikatakan bahwa pada pelaksanaan dan mengevaluasi suatu kegiatan dilakukan 

belum begitu maksimal untuk menyikapi persoalan yang ada di Daerah setempat. 

 

Kata kunci: Partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Sejak tanggal 17 Agustus 1945, pembangunan menjadi prakarsa utama 

pemerintah. Sesuai pembukaan UUD 1945, tujuan pembangunan Indonesia ialah 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan tatanan dunia. Pemerintah 

Indonesia sangat mengharapkan agar sejumlah pihak dapat terlibat pada 

pencapaian tujuan pembangunan negara. Salah satu bagian yang sangat penting 

ialah masyarakat secara keseluruhan, yang akan mampu mendukung setiap dan 

semua proyek pembangunan. 

Pembangunan harus mengikuti prinsip desentralisasi pada hal ini, yaitu 

bekerja dari bawah ke atas dan melibatkan masyarakat secara aktif, baik dari dan 

bersama masyarakat. Pembangunan pusatnya ada pada manusia menekankan 

bahwasanya publik memberikan kontributor utama bagi kemajuan tersebut. 

Diharapkan partisipasi masyarakat pada pembangunan akan dihasilkan dari 

pemberdayaan masyarakat pada pembangunan. Upaya pemerintah semata-mata 

sebagai kewajiban untuk menyediakan fasilitas umum yang dibutuhkan 

masyarakat, namun hal ini memerlukan dukungan dan partisipasi masyarakat pada 

proses pembangunan. 

Desa atau kelurahan ialah satuan pemerintahan terendah pada 

penyelenggaraan PEMDA, diantaranya provinsi, kota, dan daerah. Karena 

kebanyakan populasi di Indonesia bermukim di desa, sehingga desa berperan 

penting baik pada pembangunan nasional maupun pada mempertahankan 
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stabilitas nasional. Berdasarkan sumber daya yang tersedia—baik SDM ataupun 

SDA, perencanaan pembangunan pada hakekatnya ialah cara untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan secara tepat, strategis, dan efektif. Yang dimaksud dengan 

“perencanaan” ialah proses memilih tindakan terbaik untuk masa depan dari 

serangkaian opsi sambil mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Inilah 

Sistem Merencanakan Bangunan Nasional. Setelah itu, UU No. 25 Tahun 2004 

menyatakan demikian. 

Pada rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada suatu Desa, 

maka hal ini diperlukan adanya suatu penyusunan rencana pada melakukan 

kegiatan pembangunan oleh Pemerintah Desa itu sendiri berdasarkan kebutuhan 

dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangannya. 

Merencanakan Banguan Desa ialah rangkaian bertahap aktivitas yang disusun 

oleh Kepala Desa dengan peran serta BPD dan warga masyarakat untuk 

menggunakan dan mengalokasikan sumber daya guna mencapai tujuan 

pembangunan desa secara berkelanjutan. 

Semua anggota masyarakat Desa, termasuk Ketua RT/RW, Tokoh 

Masyarakat, Tokoh Adat, Ketua Organisasi Masyarakat, Ketua Organisasi 

Wanita, dan LSM, berpartisipasi pada penyusunan Perencanaan Pembangunan 

Desa (Nurcholis, 2011:107). Upaya pada melakukan Perencanaan Pembangunan 

Desa perlu adanya langkah pada melibatkan beberapa pihak lainya guna untuk 

mendorong pencapaian tujuan bersama secara tepat, cepat serta bersikap 

transparan dengan demikian maka, partisipan masyarakat dan beberapa tokoh 
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diantaranya; tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama akan menjadi hal 

yang sangat penting pada pengambilan suatu keputusan bersama. 

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Desa Pendem masih belum 

efektif dimana pada perencanan pembangunan masih tidak adanya partisipan 

masyarakat pada tahap perencanaan pada setiap proses musrembang, pada hal ini 

dapat disebabkan juga dari kurangnya keterbukaan informasi dari pemerintah desa 

yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat partisipan masyarakat. (Jisip: 

jurnal ilmu sosial dan politik. Vol 8 No. 4 2019.). Penulis melaksanakan riset ini 

yang berjudul “Partisipan Masyarakat pada Perencanaan Pembangunan di Desa 

Pendem Kota Batu” dengan melihat konteks sejarah permasalahan tersebut: 

“Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan Di Desa Pendem 

kecamatan Junrejo Kota Batu”  

1.2. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan pemaparan yang sudah tercantum di atas timbulah 

perumusan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana partisipan masyarakat pada Perencanaan Pembangunan di 

Desa Pendem  Kecamatan Junrejo Kota Batu? 

2. Jelaskan apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat 

partisipan masyarakat pada Perencanaan Pembangunan di Desa Pendem 

Kecamatan Junrejo Kota Batu? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Riset diatas mempunyai tujuan yang mana sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui Pasrtisipasi Masyarakat Pada Perencanaan 

Pembangunan Desa Pendem Kota Batu. 

2. Untuk memberitahu  Faktor yang mendukung Dan menghambat partisipasi 

masyarakat pada Perencanaan Pembangunan  Desa Pendem Kota. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Adanya riset berikut diharapkan bisa memberikan manfaat yang diperoleh 

berupa  peningkatan pengetahuan dan wawasan tentang bentuk partisipan 

masyarakat pada merencanakan bangunan Desa Pendem. 

2. Manfaat Praktis 

Harapannya riset berikut bisa bertambah meningkat partisipan masyarakat 

pada merencanakan bangunan Desa Pendem.
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